
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perenmnaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1 06,/M.PPN /HK/ OA/ 2023
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASTONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMIJANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a bahwa berdasarkan Peraturan penterintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Caru Pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara sebagaintana telah diubah dengan
Peraturan Penterintah Nonror 50 Tahun ZOlg tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Talun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pend,apatan d.an
Belanja Negara, diatur bahwa Menteri selaku pengguna
Anlgaran berwenanlg mengangkat Kuasa pengguna
Anggaran;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran yang disediakan
untuk penyelenggaraan \t:usan pemerintahan yang menjadi
tugas dan kewenangan Kententerian perencanaan
Pembanllunan Nasional/Badan perencanaan pembagunan
Nasional, perlu segera ditetapkan pejabat Kuasa pengguna
Angqaran Kenlenterian perencanaan pemba gunan
Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional;

bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan
ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk
duduk dan melaksanakan tugas sebagai peiabat Kuasa
Pengguna An5garan Kemente rian perencanaan
Pembangunan Nasional,/Badan Perencanaan pembangunan
Nasional;
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Mengingat : ...

Menimbang
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Mengingat 1 Undang-Undang Norror 28 Tah$n 2022 lentang An&garan
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 2023
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomot
209,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

Peraturar Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Clara Pelaksanaan Ang;aran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagainrarra telah diubah dongan Peratutan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan
Tugas dan Eun-gsi Kementerian Negara Kabinet lndonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
denSan Peraturan Presiden Nonlor 32 Tahun 202'l;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20I8 tentanS
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72Tahw 2021;

6. Peraturarl Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nonror 81 Tahun 2027 tentan9 B^dan
Perencanaan Pembangunan Nasionall

8. Peraturan Mented Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Petnbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nonlor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian P€rencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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Menetapkan

PERTAA,trA

KEDUA

MEA,lT]'fT]SKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PIRXNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA

PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional:

Nama : Teni Widuriyanti, SE, MA

NIP : 79680529"1994032003

Golongan :lY /d

Jabatan : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

Pejabat Kuasa Pengguna Anq3,ara,n Kemerlterian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertugas
dan berwenang untuk:

a. menyusun DIPA;

b. menetapkan Pejabat Penlbuat Konlitnlen dan Pejabat Penguj i

dan Penandatangan Surat Perintah Membayar;

c. menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan dan anggatan;

d. menetapkan r.encana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairat dana;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

f. nrelakukan pengujian tagihan dan perintah penbayaran atas

beban anggaran negara;

g. memberikan ...
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g. menlberikan supelvise, konsultasi, dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksan aan kegiatan dan anggaran;

men)'usun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemndang-Undangan;

j. melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undang;an; dan

k. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Menteri
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna
Anggaran.

Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusa ini
dicantunrkan tand,a langan dan paraf pejabat yang bersanSkutan
derrgan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf tidak sah apabila
tidak sesuai dengan yang tercantum dalam l-ampiran Keputusan
ini.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
PenrbanlEunan Nasional Nomor KEP.S3/ M.PPN /HK/ 06/ 2022
tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa PenSguna Anggaran
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyltakan
tidak berlaku.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA: ....
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KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diletapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCAN,dAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

Ternbusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deptlli Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Nam., Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jen deral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Ut ama, Bappnas;
6- Kepala Biro Perencanaan, Organisasi danTatal-aksana, Kementerian PPN /Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KXPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KIP. [0,6 /M.PPN/HK/OE/ZOZ3
TANGGAL 15 AGUSTUS 2023

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

Teni Widuriyanti, SE, MA

796805297994032003

Staf Ahli Bidang HLrbvngan Kelembagaan

Nama TandaTangan Paraf
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